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ORINEWS.id – Mantan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Iwan
Henry Wardhana, dan dua tersangka lainnya didorong menjadi
justice collaborator dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi
di lingkungan Dinas Kebudayaan.

Pengamat kebijakan publik, Sugiyanto menilai ada kemungkinan
keterlibatan  pihak  lain,  baik  dari  eksekutif  maupun
legislatif,  dalam  praktik  rasuah  tersebut.

Sugiyanto mengatakan, kasus ini bisa menjadi pintu masuk untuk
mengungkap praktik serupa yang mungkin terjadi di Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) lain di Pemprov DKI Jakarta.

“Kegiatan ini juga bisa terjadi di beberapa SKPD. Mungkin ini
menjadi  pintu  masuk  agar  membuka  jalan  untuk  mengungkap

https://orinews.id/2025/01/05/kejati-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-dinas-kebudayaan-jakarta-pengamat-ungkap-keterlibatan-dprd/
https://orinews.id/2025/01/05/kejati-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-dinas-kebudayaan-jakarta-pengamat-ungkap-keterlibatan-dprd/
https://orinews.id/2025/01/05/kejati-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-dinas-kebudayaan-jakarta-pengamat-ungkap-keterlibatan-dprd/
https://orinews.id/2025/01/05/kejati-tetapkan-tiga-tersangka-korupsi-dinas-kebudayaan-jakarta-pengamat-ungkap-keterlibatan-dprd/


kegiatan  fiktif  di  lingkup  SKPD  lainnya,”  kata  Sugiyanto
dikutip Minggu 5 Januari 2025.

Sugiyanto mengungkapkan, dugaan tindak pidana korupsi di Dinas
Kebudayaan  ini  kemungkinan  tidak  akan  berhenti  pada  tiga
tersangka yang sudah ditetapkan. Ia mencium adanya potensi
keterlibatan lebih banyak pihak, termasuk anggota DPRD DKI
Jakarta.

“Saya menduga ini tidak akan berhenti di tiga serangkai ini,
yang namanya tindak pidana korupsi ini pasti berjamaah atau
berkelompok, pasti berkaitan dengan DPRD DKI Jakarta ini perlu
didalami,” kata Sugiyanto.

Kejati DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus
dugaan korupsi di Dinas Kebudayaan, dengan kerugian negara
diperkirakan mencapai Rp150 miliar.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan menghormati proses
hukum yang tengah berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung
upaya penegakan hukum yang transparan dan adil.[]


